
BUPATJ TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 32 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS DAN FUNGSl DINAS SOSIAL 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI T SIKMALAYA, 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 201 9 ten tang Klasifikasi, Kodefika s i, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Ke angan 
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran KIa ifika s i, Kodefik i dan om enklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , 
dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas tugas dan fungsi 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pem berdayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam h u ruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 20 19 tentang Tugas dan Fungsi 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pemberd ayaan Peremp uan dan Perlindungan Anak; 

1. Un dang-Undang Nomor 14 Tahu n 19 50 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupa ten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Nega ra Repllblik Indonesia Tahun 1950) , 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabllpa ten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851 ); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tah un 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perangkat Daerah Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

4 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 1) ; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2019 Nomor 1); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2020 Nomor 53) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PE.RATURAN BUPAT! TASIKMALAYA NOMOR 87 TAHUN 
2019 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
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Pasall 

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 
Tahun 2019 tentang tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita 
Daerah Kabupaten Tasilanalaya Tahun 2019 Nomor 87) diu bah , sehingga Pasal 
10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Seksi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan bahan pembinaan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin 
serta jaminan sosial. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi 
Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas 
meJiputi : 

a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Iingkup Seksi 
Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosialj 

b . melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan sosial dan keterampilan j 

c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bantuan modal usaha untuk 
fakir miskinj 

d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi usulan dan rekomendasi 
bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ; 

e . melaksanakan penyiapan bahan perbaikan sarana lingkungan; 

f. melaksanakan penyiapan bah an pemberdayaan wanita rawan sosial 
ekonomij 

g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan rekomendasi pemberian 
jaminan sosial j 

h . melaksanakan veriflkasi dan pemberian rekomendasi bantuan pelayanan 
penanganan kemiskinan pada bidang kesehatan, pendidikan dan 
ekonomij 

\, melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil; 

J. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian 
penyaluran bantuan sosial; 

k. melaksanakan analisis data kemiskinan sebagai bahan pembinaan, 
penanganan dan jaminan sosial; 

I. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi , pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penanganan Fakir 
Miskin dan Jaminan Sosial; dan 

m . melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

PasalIl 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



4 

Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di ingapar na 
pada ta gg 2 Juni 2021 

ASIKMALAYA, 

KABU P 

A TO 

N TAS AHUN 2021 0 OR 32 


